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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten 

Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta menganalisis akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 

2015 dan Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil temuan sebagai pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif.  

Menurut Bogdan Taylor (dalam Maleong, 2012) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet. Desa Duwet termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Magetan tepatnya Di Kecamatan Bendo. Kehidupan 

organisasi kemsayarakatan yang mencerminkan keberadaan partisipasi 

masyarakat di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sangat 

terlihat nyata. Hal ini diindikasikan dari partisipasi nyata masyarakat melalui 

kehidupan organisasi yang terangkum dalam Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).  
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3.2. Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, 

sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012). 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua 

pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, 

dalam hal ini data diperoleh dari nara sumber secara langsung yang berkaitan 

dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 

Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 

2016. 

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, 

dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung dan menunjang 

kelengkapan data primer melalui bahan kepustakaan, buku-buku ilmiah dan 

lain sebagainya. Data Sekunder yang digunakan adalah Laporan Keuangan 

Desa Duwet pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, Petunjuk Pengelolaan 
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Keuangan Desa (Juklak Binkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP 2015), 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, dan Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di 

Kabupaten Magetan. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan 

APBDesa Desa Duwet Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tahun 2015 

dan Tahun 2016, Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Binkon 

Pengelolaan Keuangan Desa BPKP 2015), Peraturan Bupati Magetan Nomor 

25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 

Magetan, dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan. 

3.3.Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan 

dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus relevan 

dengan kebutuhan data penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang digunakan meliputi: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) 
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yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012). Adapun 

maksud dari wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi; memverifikasi, dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain. Di sini peneliti menggunakan pedoman 

wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah. Peneliti melakukan 

wawancara dengan informan yang dirasa berkompeten dan tahu menahu 

mengenai objek penelitian. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam (indepth interview). Pada penelitian ini, teknik 

wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan secara langsung 

dengan nara sumber yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan.  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang merupakan suatu cara 

pengumpulan data secara langsung dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini diperlukan beberapa informan yang dianggap memahami 

masalah yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti sebelum melakukan 

wawancara, perlu menentukan informan kunci. 
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2. Observasi 

Menurut Moleong (2012) observasi atau pengamatan merupakan 

suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara 

langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya.  

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi 

berperan serta adalah observasi yang dilakukan dengan melibatkan peneliti 

dalam kegiatan sehari-hari sumber data penelitian, sehingga data yang 

diperoleh diharapkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Di sisi lain, 

observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis perihal apa yang akan diobservasi. Selain itu, dalam melakukan 

pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrument yang baku, melainkan 

hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan saja (Sugiyono, 2013). 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan 

prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten 

Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016, observasi langsung atau 

pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Adapun kriteria observasi langsung adalah sebagai 

berikut: (1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah 
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direncanakan secara sistematik, (2) Pengamatan harus berkaitan dengan 

tujuan penelitian yang telah direncanakan, (3) Pengamatan tersebut dicatat 

secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan 

dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. (4) Pengamatan 

dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. 

3.4.Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

3.4.1 Definisi Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2012 : 59) menjelaskan bahwa variabel penelitian 

merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya.  

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengukuran terhadap 

keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah 

itu penulis akan melanjutkan analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel 

dengan variabel lain. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas  

Mahmudi (2010) menjelaskan  Akuntabilitas merupakan kewajiban 

agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).  

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya 
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dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut.” Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, 

organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi 

sebagai 4 bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara 

lain: 1) hak untuk tahu (right to know), 2) hak untuk diberi informasi (right 

to be informed), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard 

and to be listened to). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak 

sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu 

pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas 

horizontal (horizontal accountability) yaitu pelaporan kepada masyarakat. 

2.  Indikator Akuntabilitas 

Penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa 

Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2015 dan Tahun 

2016 yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang telah 

disesuaikan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor  25 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas adalah: 
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a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan 

tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan 

desa dan warga), hasil notulen). 

b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan 

menyampaikan kepada Kepala Desa. 

2. Pada tahap pelaksanaan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas adalah: 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas 

desa. 

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh 

bukti yang lengkap dan sah. 

3. Pada proses penatausahaan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas adalah: 

a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib. 

b. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

4. Pada tahap proses pelaporan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas adalah: 
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Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu 

atau sesuai periode. 

5. Pada tahap proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk 

menjamin akuntabilitas adalah: 

Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

 

3. Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan 

bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya 

pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 

keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan 

bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh 

kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk 

disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat 
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atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. 

Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu 

tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.  

d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus 

dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterimanya hasil evaluasi.  

e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan 

kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa 

tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota 

membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. 

Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya 

pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi 

pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 

operasional penyelenggaraan pemerintah desa.  

f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 

7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD 

mencabut peraturan desa dimaksud. 
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g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, 

maka langkah yang dilakukan adalah: 

1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan 

desa tentang APBDesa. 

2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 

waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan 

sendirinya. 

3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang 

harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan 

kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa 

tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan 

usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota. 

2. Pelaksanaan 

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 



 

 

 

55 

 

c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 

desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 

desa. 

e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. 

f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan 

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa 

tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa belum ditetapkan. 

g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana 

Anggara Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi 

oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. 

h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang 

menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan 

dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

3. Penatausahaan 

Bendahara desa wajib: 
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a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. 

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

4. Pelaporan 

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi: 

a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Semester Pertama. 

b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Semester Akhir. 

5. Pertanggungjawaban 

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahun anggaran laporan yang meliputi: 

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran berkenaan. 

1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 
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3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan 

lain. 

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan. 

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 

desa. 

 

6. Pembinaan dan Pengawasan 

a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan 

penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan 

retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa. 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

adalah rencana keuangan tahuanan Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut 

Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan 

desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung 

prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan 

program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber 

pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 

yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk 



 

 

 

58 

 

meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan 

pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan 

Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya 

sebesar 10% untuk ADD.  

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013): 

1. Pendapatan Desa 

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan  hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut 

kelompok dan jenis. 

2. Belanja Desa 

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan 

desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

3. Pembiayaan Desa 

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaandesa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan 
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Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok 

dan jenis. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis model interaktif (interactive model of analysis). Menurut Soetopo 

(2005) teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga 

komponen. 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses penyelesian, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar 

yang dimuat di catatan tertulis. 

2. Penyajian data 

Sajian dan berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan 

bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian 

data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, 

jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya 

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap 

pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah 

data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap 
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akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua 

hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data.  

Teknik analisis kualitatif interaktif dapat digambarkan dalam bentuk 

rangkaian yang utuh antara ketiga komponen di atas (reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) yaitu sebagai berikut 

(Soetopo, 2005): 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sutopo (2005) 

Gambar 3.1 

Model Analisis Interaktif 

Keterangan: 

Data yang terkumpul direduksi berupa seleksi dan penyederhanaan data dan 

kemudian diambil kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari wawancara 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 

dan Tahun2016. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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